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Mengingat

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Nomor : 18 /Kpts/KPU-Kota/010.328830/1V/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

Bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang
Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun
2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
80);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jakarta Selatan Nomor

/Kpts/KPU-Kota/010.328830/1V/2020 tentang Rencana Strategis Komisi
Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2020-2024.

Memutuskan ...
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KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR :
18/Kpts/KPU-Kota/010.328830/IV/Tahun 2020 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN.

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagaimana telah tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar
menyusun :

Rencana jangka menengah;

Rencana kinerja tahunan;

Rencana kerja dan anggaran;

Perjanjian kinerja;

Laporan kinerja; dan

Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

me AN o

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagimana
dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan
disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Inspektorat Komisi Pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang untuk :

a. Melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka
meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;

b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan
kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Jakarta
Pada tanggal : 30 April 2020
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
KETUA,
Ttd

AGUS SUDONO



Lampiran 1
Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan
Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota/010.328830/1V/2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA KPU KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2020-2024

Sasaran Program
Program/ (Outcome) /
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator

|. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/K ota yang memutakhirkan Data Pemilih

1 Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan Tepat Waktu
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan
Pemilu yang tertib, Persentase KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan
2 efektif dan efisien perjanjian kinerja
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU
Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan PerundangUndangan Persentase Anggota KPU Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode
3 yang Berlaku masa jabatan dan PAW
4 Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat
5 anggaran Waktu dan Valid

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

6 Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

7 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP Nilai Maturitas SPIP
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang
8 bersih dan berwibawa (clean governance) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam

9 Rangka Peningkatan Kompetensi SDM
Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program
10 Peningkatan kompetensi SDM KPU studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal

. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
11 Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal sesuai dengan jadwal

1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan

12 perundang-undangan
Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan
13 hukum akurat sesuai dengan SOP

2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan

14 pertimbangan hukum Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk
15 Jadwal teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan
16 dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar

17 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Pemilu (RPP)

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan
18 Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan
19 Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan

Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki
20 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, | "Pendidikan Pemilih Kepemiluan danmDemokrasi" untuk pemilih pemula

dan Disabilitas Persentase satker KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan

Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas
21

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan,
pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang
22 inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana secara berkelanjutan
23 teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU

Jakarta, April 2020
Ketua,
Ttd

AGUS SUDONO



Lampiran 2
Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan
Nomor : 18/Kpts/KPU-Kota/010.328830/IV/2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KPU KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2020-2024

Sasaran Program
Program/ (Outcome) /
Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator

. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi

1 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten penugasannya

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja
2 Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Pegawai yang Berfungsi dengan Baik
3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU

1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran

4 KPUKabupaten/Kota yang efektif dan efisien Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

5 Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
yang tertib, Persentase KPU Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan

6 efektif dan efisien perjanjian kinerja

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu
7 dan akurat

Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber
8 daya manusia Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai

Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian
9 Tersedianya data dan informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban

10 Meningkatnya pembinaan perbendaharaan penggunaan anggaran sesuai ketentuan
11 Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
12 Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat
13 anggaran Waktu dan Valid
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan
14 Barang Milik Negara yang Material
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya
15 dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku Sesuai dengan Data SAK

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan Persentase KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan
16 dan Pengelolaan Arsip Kearsipan
Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi
17 dengan baik
Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang
18 berfungsi dengan baik
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna
19 Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Persentase Gedung dan Gudang KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik
Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam
20 Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol waktu dan tempat

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal

21 Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP Nilai Maturitas SPIP
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih
22 dan berwibawa (clean governance) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan
23 APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja
24 Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU minimal B
25 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Persentase pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan
Peningkatan kompetensi SDM KPU Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam
26 Rangka Peningkatan Kompetensi SDM

Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun
program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal

27




Il. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

28

Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan

Persentase distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat
jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah

29 Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu Pintar Pemilu (RPP)
Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai
30 cepat serta akurat dengan SOP

5. Pelaksanaa

n Pengelolaan Logistik

31

32

33

34

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan,
pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan
inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan

Persentase KPUKabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik
keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan
yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara

Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang
mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu

Persentase KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara
logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
dalam Pemilu/Pemilihan

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

35

36

37

Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana

teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU

Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih
secara berkelanjutan

Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi
yang aman, handal dan lancar

Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi

Jakarta, April 2020
Sekretaris,

Ttd
Susila Hery Prabawa




